
 

 
 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 100.3.3.1/31 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH                                 
PROVINSI JAWA TENGAH  

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang :  a. bahwa guna optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi 
Jawa Tengah, yang telah rusak dan tidak dapat 

digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi 
dapat dilakukan penjualan; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor                
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah, penjualan Barang Milik 
Daerah dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan 

Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor                     
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahum 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 



  

 

 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 350); 

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Penilai 

Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
028.3/1548 tanggal 4 November 2025; 

                     MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menyetujui Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi               

Jawa Tengah, pada 14 (empat belas) Perangkat Daerah 

yaitu:  

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi                   

Jawa Tengah; 

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi             

Jawa Tengah; 

c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi   

Jawa Tengah; 

d. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;  

e. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 

f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi                  

Jawa Tengah; 

g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi                  

Jawa Tengah; 

h. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; 

i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi           

Jawa Tengah; 

j. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 

Provinsi Jawa Tengah; 

k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi                     

Jawa Tengah; 

l. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Prof Margono 

Soekarjo Provinsi Jawa Tengah; 

m. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi 

Provinsi Jawa Tengah; dan 

n. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi 

Jawa Tengah. 



  

 

 

KEDUA :  Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 
selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan 

penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari 

Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

KETIGA : Menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
tersebut untuk melaksanakan penjualan Barang Milik 

Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud 
pada diktum KESATU yang masih mempunyai nilai 
ekonomis. 

KEEMPAT : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KETIGA di setor ke Rekening Kas Umum Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 5 Februari 2026 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

AHMAD LUTHFI 

 

 

SALINAN:Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Tengah; 

4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah; 

8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;  
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;  

10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;  
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;  

13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; 
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;  

15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;  
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi                 

Jawa Tengah; 

17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; 

18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Prof. Margono Soekarjo Provinsi                  

Jawa Tengah; 
19. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi             

Jawa Tengah;  

20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah; 

21. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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